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Jakarta, 7 Nopember '2024

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas
segala limpahan rahmat dan hidayahNya, Tim Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah dapat melaksanakan
tugas yang diamanatkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sesuai
dengan rencana. Shalawat dan salam tercurah ruah kepada junjungan kita Nabi
Muhammad SAW.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung
memiliki kewenangan dan tugas pokok salah satu diantaranya adalah melakukan
pengawasan pada Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah hukumnya.

Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor
2182/KPTAW9-A/ST.PW1.1/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024, menunjuk Tim
Pengawas Daerah Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang terdiri dari 4 (empat)
hakim Tinggi, (satu) Panitera Pengganti dan 1 (satu) orang Analis Pengelolaan
Keuangan APBN Ahli Madya, berbagi tugas sehingga waktu yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien. Pemeriksaan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerjayaitu
dari tanggal 5 s.d. 7 Nopember2024.

Laporan ini dibuat dan disampaikan kepada pimpinan Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas oleh tim yang
ditunjuk.

Diakhir tugas Pengawasan, unsur pimpinan Pengadilan Agama Jakarta
Selatan menandatangani kontrak kinerja, sebagai suatu pernyataan kesanggupan
seluruh jajaran Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memperbaiki dan
menyempurnakan kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan dalam
menjalankan tugas dan fungsi.

Demikian dan terima kasih.

KATA PENGANTAR
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A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENGA WASAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman;

2. Pasa132Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah

Agung RI;

3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses

Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya padaMahkamah Agung dan Badan Peradilan

yang berada di bawahnya;

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian

Gugatan Sederhana;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan;

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin

Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan

Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

di bawahnya;

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan

Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

berada di bawahnya;

9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan

Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;

BABI
PENDAHULUAN

LAPORAN HASIL PENGAWASAN
HASIL PEMBINAAN DAN PENGA WASAN REGULER

HAKIM TINGGI PENGA WAS DAERAH
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
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1. menjaga terselenggaranya Manajemen Peradilan secara baik dan benar;

2. tertib administrasi umum (persuratan, kepegawaian dan perpustakaan);

3. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran dan Barang Milik

Negara (BMN); Meningkatkan kinerja Pelayanan Publik;

C.MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN

A. Manajemen Peradilan

B. Administrasi Perkara

C. Administrasi Persidangan

D. Administrasi Kesekretariatan

E. Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya

Perkara;

12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan

Panggilan I Pemberitahuan;

13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi

Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMAlSKlVIIII2006 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMAlSKlVIII/2007 Tentang

Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan ~i Lingkungan Badan­

Badan Peradilan;

16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMAlSKlVIII/2022 tentang

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMAISKlIII2012 tentang Standar

Pelayanan Peradilan;

18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman

Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negara di Lingkungan MA dan Badan

Peradilan Dibawahnya;

19. Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Nomor 2182/KPTA.W9-

A/ST.PWl.11X12024,tangga122 Oktober 2024 tentang Penugasan Tim Pengawas pada

Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
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Drs. Muhammad Akyas3. Nama

2. Nama Subeno Trio Leksono, S.H., M.M.

Nip 196607101994031002

Golongan Pembina Tingkat I (IV/b)

Jabatan Panitera Pengganti

Unit Kerja Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.ESy.

196701151992031005

Pembina Utama (IV/e)

Hakim Tinggi

Pengadilan Agama Jakarta Selatan

1. Nama

Nip

Golongan

Jabatan

Unit Kerja

E. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal

31 Desember 2024 bertempat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pengawasan

dilaksanakan pada bag ian Kepaniteraan, Kesekretariatan dan sektor pelayanan

publik.

G. SUSUNAN PELAKSANA HAKIM PENGAWAS BIDANG

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang susunannya

sebagai berikut:

D.METODOLOGIPENGAWASAN

1. Pemeriksaan dokumen;

2. Melakukan Wawancara;

3. Melakukan Konfirmasi;

4. Melakukan Observasi;

5. Melakukan pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek fisik;

4. Untuk Menjaga terwujudnya tertib administrasi Peradilan dan Administrasi

Persidangan;

5. Menjaga terwujudnya
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Dewi Utari, S.E., M.M.

197901022006042001

Pembina Tingkat I (IV/b)

Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya

Pengadilan Agama Jakarta Selatan

6. Nama

Nip

Golongan

Jabatan

Unit Kerja

5. Nama Drs. Chalid L, M.H.

Nip 196710051993031009

Golongan Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan Hakim Tinggi

Unit Kerja Pengadilan Agama Jakarta Selatan

4. Nama Dr. Fauzan, S.H., M.M., M.H.

Nip 196504051992031006

Golongan Pembina Utama (IV/e)

Jabatan Hakim Tinggi

Unit Kerja Pengadilan Agama Jakarta Selatan

195802061986031003

Pembina Utama (IV/e)

Hakim Tinggi

Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Nip

Golongan

Jabatan

Unit Kerja
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Kriteria
1. Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

2-144/KMAISKN111/2022tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di

Pengadilan.

Sebab
Dokumen sistematika penyusunan dan materi program kerja tahun 2023 yang

menjadi acuan kinerja satu tahun ke depan, dengan slstematirna penyusunan

dan materi laporan tahunan 2023 tidak sinkron antara jenis pekerjaan yang

diprogramkan dan telah dijalankan dengan jenis pekerjaan yang telah

dijalankan.

Akibat
terjadi kesulitan progran jenis pekerjaan apa yang sempurna dilaksanakan,

kurang sempurna pelaksanaan dan kendalanya, tidak dapat dilaksanakan dan

apa penyebabnya tidak nampak di pelaporan tahunan. Contoh: ProgramKerja

Tahun 2024, pada Bab III. Program Kerja, tetapi pada laporan tahun 2024 ,

pada Bab III, tentang "Sumber Daya Manusia", dan terjadi pada Bab-Bab

lainnya.

Rekomendasi
dokumen program kerja tahun 2024 dengan laporan tahun 2024 sistematika

dan materinya disesuaikan, sehingga gampang mengukur tercapai berapa

persen, dan tidak tercapai berapa persen.

2. Kondisi
Program kerja belum meliputi seluruh kegiatan secara lengkap disertai jadwal,

target yang akan dicapai serta sesuai DIPA tahun berjalan

1. Kondisi
Program kerja belum mencakup uraian tentang cara pencapaian tujuan dan

sasaran

A. MANAJEMEN PERADILAN

BAB II

TEMUAN - TEMUAN
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3. Kondisi

belum disusun indikator kinerja atau ukuran keberhasilan program serta

tujuan yang akan dicapai oleh pengadilan pada tahun berjalan

Rekomendasi

Direkomendasikan agar dalam menyusun program kerja tahun yang akan

datang, disusun berdasarkan kerangka: A.Tujuan Utama, B. Tenggang waktu

pelaksanaan, C. Menetapkan Jenis-jenis pekerjaan untuk mencapai tujuan,

D. Pembagian tugas habis terhadap jenis-jenis pekerjaan untuk mencapai

tujuan tersebut kepada masing-masing Kepala Bagian sesual dengan tugas

pokok dan fungsinya masing-masing, dan yang terakhir adalah E. Evaluasi,

yang mencakup a. perencanaan pelaksanaan evaluasi, b. pelaksanaan

evaluasi, dan c. tindak lanjut atas temuan-temuan hasil evaluasi.

Akibat

empat unsur manajemen yang baik tidak terpenuhi. Buktinya dalam program

kerja tidak dicantumkan subjudul "Evaluasi", yang rnenqevatuasi tindakan

jenis-jenis pekerjaan yang telah dibagikan kepada bidang-bidang. Tetapi ada

subjudul "Pengawasan dan Pembinaan" yang materinya masalah lain yang

tidak mengacu kepada jenis pekerjaan dan pembagian pekerjaan yang telah

ditetapkan di atasnya.

Sebab

Belum mencakup 5 pokok isi yang harus ada dalam sebuah program kerja,

yaitu: 1. Tujua Utama, 2. Tenggang waktu pelaksanaan menuju tujuan, 3.

Jenis-jenis tindakan nyata yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan, 4.

Pembagian tug as jenis-jenis tindakan yang harus dikerjakan untuk mencapai

tujuan tersebut kepada masing-masing bidang, 5. Kegiatan Evaluasi terhadap

pelaksanaan NO.3 dan 4 tersebut, yang meliputi perencanaan evaluasi,

pelaksanaan evaluasi, dan rekomendasi atau tindak lanjut atas temuan

evaluasi.

Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-

144/KMAISKNIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di

Pengadilan.

Kriteria
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Sebab
Pengaduan masyarakat melalui websait, hanya dijawab sambil lalu oleh

Kriteria

Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-

144/KMAISKNIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di

Pengadilan.

Sebab
tidak Macht, tidak linier antara program kerja tahun 2024 misalnya, dengan

laporan tahunan tahun 2024 misalnya.

Akibat
tidak bisa diukur jenis bidang program kerja di bidang apa yang berhasil

100%, berhasil 80%, berhasiI75%, apa kendalanya? kendala SDM yang tidak

kompetenkah, kendala biayakah, kendala disiplinkah, dan lain sebagainya.

Rekomendasi
Program kerja bidang apa harus jelas, menjadi tuposi bidang apa jelas, cara

mengerjakannya juga harus jelas, jika berbasis anggaran maka anggaran

harus jelas, sehingga saat evaluasi menjadi jelas tolok ukur menilainya.

Contoh: Program E-Cort 70% pada Tahun 2024, cara melaksanakan sudah

ditetapkan, Jajaran Panitera sebagai pelaksana program. Maka saat evaluasi

dan laporan dapat diukur berapa % capaiannya, faktor yang mendukung jika

tercapai, faktor-faktor penghambat jika tidak tercapai.

4. Kondisi
Laporan hasil pengawasan bidang dari hakim pengawas bidang belum

ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan

Kriteria
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomer 145/KMAI SKNII/2007

tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV tentang

pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan badan-badan

peradilan;

2. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Sub Bab

Pengawasan dan Pembinaan, hal. 53.
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6. Kondisi
belum ada program yang belum dilaksanakan dan apa kendalanya sehingga

belum terlaksana.

Rekomendasi
Agar dilaksanakan pertriwulan evaluasi terhadap PPNPN.

Akibat
tidak terpenuhinya pelaksanaan item program penilaian PPNPN triwulan dan

tahunan.

Sebab
tidak ditemukan dokumennya.

Kriteria
Surat Sekretaris MA No 811/SEKISKN1I1I2021 tentang Pedoman

Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

5. Kondisi
Tim Penilai PPNPN belum melakukan penilaian setiap triwulan dan evaluasi

akhir tahun.

Rekomendasi
Setiap ada pengaduan masyarakat melalui websait, segera diberikan jawaban

oleh Pimpinan dengan cepat, tepat dan benar.

Contoh jawaban sambillalu itu "Terima kasih masukannya, dan akan segera

kami tidak lanjuti", "Terima kasih sarannya, dan mohon maaf atas ketidak

nyamanannya". Tetapi tidak ada tindak lanjut konreit yang cepat.

Akibat
Masyarakat semakin banyak memberikan hujatan, kekecewaan, dan

keprihatinannya.

petugas web, tetapi belum dirapatkan oleh pimpinan dan diberikan jawabab

yang tepat dan benar, serta tindak lanjut yang konkrit dan cepat.
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7. Kondisi
Apakah ada hubungan (koordinasi) dengan instansi di luar Pengadilan seperti

Kriteria

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjenjangan

Kinerja;

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

2049/SEKlSKlXII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem

Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan Yang berada dibawahnya;

3. Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Bab I pasal 1,

pasal4, pasal442,443,444

4. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, hal 53 dan hal

149;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum

Koordinasi di Daerah, Pasal 10 ayat (6) dan Penjelasannya;

6. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor

2 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim;

Sebab
Ada beberapa program yang sampai pemeriksaan dilaksanakan belum bisa

terlaksana karena kendala masalah dana, masalah waktu, masalah hasilnya.

Misalnya SMAP, Pejabat Struktural dan lain-lain.

Akibat
Beberapa bidang yang diprogramkan tidak terlaksana sesuai rencana.

Rekomendasi
Agar Program kerja tahun 2024 direviu dan disebutkan kendala kendala serta

sebab -sebab tidak terlaksana sesuai rencana.Program kerja yang tidak

terlaksana sesuai dengan jadwal seperti proram SMAP, Usulan pejabat

struktural dan lain sebagainya agar diusulkan kembali dan diprogramkan pada

tahun 2025.
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B. ADMINISTRASI PERKARA
1. Kondisi

Register perkara kecuali yang belum tersedia di SIP (Register uang titipan

(Konsignasi), Register P3HP (R1-PA 11), Register Eksekusi PutusanArbitrase

Syariah belum diselenggarakan secara elektronik (e-register).

dengan Muspida, Perguruan Tinggi dan Institusi Penegak Hukum lainnya

seperti Kejaksaan dan Kepolisian.

1. Kriteria
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjenjangan

Kinerja Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

2049/SEKlSKlXII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem

Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan Yang berada dibawahnya;

2. Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Bab I pasal 1,

pasal4, pasal442,443,444

3. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, hal 53 dan hal

149;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum

Koordinasi di Daerah, Pasal 10 ayat (6) dan Penjelasannya;

5. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor

2 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim;

Sebab
Pimpinan Pengadilan tidak punya cukup waktu karena keburu pindah.

Akibat
Koordinasi kurang berjalan dengan baik.

Rekomendasi
Pimpinan Harus menyiapkan waktu dan berkoordinasi dengan Forkopimda
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Akibat
Jadi beban bagi pengelola keuangan perkara terhadap keuangan perkara yang

terdaftar sebelum tahun 2016, dan PenggugatlPemohon belum menerima sisa
panjar yang menjadi hak mereka.

Sebab
Perkara yang sisa panjarnya belum dikembalikan kepada Pemohon/Penggugat

adalah perkara sebelum tahun 2016 dan sudah dikeluarkan dari jurnal

keuangan perkara. Pemberitahuan kepada pihak berperkara sudah dilakukan
ada yang menunggu sampai 6 bulan.

Kriteria
Pasal 26 ayat (5) Qanun 7 tahun 2013 tentang HukurnAcara Jinayat.

Rekomendasi
Membuat usulan ke Ditjen Badilag untuk membuat Register Eksekusi Putusan

Arbitrase Syariah.

2. Kondisi
Apabila PenggugatlPemohon belum mengambil dalam waktu 6 (enam) bulan

sejak pemberitahuan tersebut maka sisa panjar biaya perkara tersebut

dikeluarkan dari buku jurnal keuangan bersangkutan dan dicatat dalam buku

tersendiri sebagai uang tak bertuan, selanjutnya uang tak bertuan tersebut
belum disetorkan ke Kas Negara.

Akibat
Apabila terdapat perkara eksekusi putusan arbitrase syariah, perkara tersebut

dimasukkan ke dalam registrasi eksekusi biasa.

Sebab
Belum dibuat Register Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah.

Kriteria

1. SK KMA Nomor 71/KMAI SKlIV/2019 tentang Pemberlakuan SIPP pada

PengadilanTingkat Banding dan Tingkat Pertama

2. SK KMA No. KMA /32/SKlIV/2006 (Buku II Edisi 20~3) Angka I, huruf A,

angka 5;

3. KMA No 363/KMAI SKlXII/2022 Tentang Juknis Administersi Persidangan

Perkara Perdata, Perdata Agama
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3. Kondisi
Pengelolaan arsip perkara belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria
1. Pasal121 ayat (4) HIR/145 ayat (4) RBG

2. Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 1989.

3. SK KMA No. KMA 01/SKl1/1991,tentang Pola Bindalmin

4. SKKMANo.KMA/32/SKlIV/2006 (BukuII Edisi2013)Angka I, hurufA, angka9

Sebab
Salinan putusan belum terhimpun untuk dijilid sesuai dengan klasifikasinya dan

disimpan di perpustakaan

Akibat
Pelaksanaan SK KMA No. KMA132/SKlIV/2006 tentang pedornanpelaksanaan

tugas dan administrasi pengadilan agama, buku II, angka 1 huruf A tentang

pengarsipan belum maksimal.

Rekomendasi
Menghimpun salinan resmi putusan untuk dijilid sesuai klasifikasi masing­

masing dan menyimpannya di perpustakaan.

4. Kondisi
belum Menyimpan arsip berkas perkara yang memiliki nilai sejarah untuk

dimasukkan dalam boks untuk disimpan dalam rak/almari tersendiri.
Kriteria

1. Pasal 121 ayat (4) HIR/145 ayat (4) RBG

2. Pasal101 UU Nomor 7 tahun 1989.

3. SK KMA No. KMA 01/SKl1/1991,tentang Pola Bindalmin

4. SK KMA No. KMA 132/SKlIV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A,
angka 9

Sebab
Petugas Arsip belum melaksanakan penyimpanan berkas yang memiliki nilai

sejarah tersendiri

Rekomendasi

Agar disetor ke kas negara apabila sudah diberitahukan Ipanggilan untuk

mengambil sisa panjar perkara kepada pihak berperkara sudah lebih dari 6

bulan.
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6. Kondisi
Kearsipan perkara secara elektronik belum dikelola sesuai dengan ketentuan

yang berlaku

Kriteria
SK Dirjend Badilag No 056/DJAlHK.05/SKlII2020 Bab VII! Huruf D;

Sebab
Monitoring kearsipan secara elektronik terhadap proses dan pengarsipan

sudah dilakukan, melalui sistem informasi pengadilan hampir setiap hari,

namun belum dibuatkan laporan hasil monitoring dan melaporkannya kepada

ketua dan panitera

5. Kondisi
Kearsipan perkara secara elektronik belum dikelola sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

Kriteria
SK Dirjend Badilag No 056/DJAlHK.05/SKlI/2020 Bab VIII Huruf B

Sebab
Pengarsipan dokumen elektronik belum dicadangkan dalam cakram padat

(Compact Disk).

Akibat
Belum terlaksananya SK Dirjend Badilag No 056/DJAlHK.05/SKlI/2020 Bab

VIII Huruf B secara maksimal

Rekomendasi
Agar Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyiapkan sarana dan

prasarananya.

Akibat

Pelaksanaan SK KMA No. KMA /32/SKlIV/2006 tentang pedoman pelaksanaan

tugas dan administrasi pengadilan agama, buku II, angka 1 huruf A tentang

pengarsipan belum maksimal.

Rekomendasi
Arsiparis PA Jakarta Selatan menyimpan arsip berkas perkara yang memiliki

nilai sejarah untuk dimasukan dalam box dan disimpan dalam rakllemari

sendiri.
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SK Dirjend Badilag No 056/DJAlHK.05/SKl1/2020 Bab VIII Huruf

Sebab
Panitera Muda Hukum bertanggung jawab memonitor pencadangan data yang

dituangkan dalam bentuk cheklist.

Akibat
Pelaksanaan SK Dirjend Badilag No 056/DJAlHK.05/SKlI(2020 Bab VIII belum

maksimal

Rekomendasi
Panitera Muda Hukum membuat cheklist terhadap monitoring pencadangan

data.

8. Kondisi
Pencadangan data belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

Akibat

Belum terlaksananya SK Dirjend Badilag No 056/DJAlHK.05/SKl1I2020 Bab

VIII Huruf B secara maksimal

Rekomendasi
Panitera Muda Gugatan I Permohonan, membuat laporan hasil monitoring dan

melaporkannya kepada ketua dan panitera

7. Kondisi
Pencadangan data belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria
SK Dirjend Badilag No 056/DJAlHK.05/SKl1/2020 Bab VIII Huruf

Sebab
Pencadangan database dilakukan setiap hari dengan cara mengimpor

langsung ke server database cadangan. Sementara itu, pencadangan

langsung ke hard disk tidak dilakukan setiap hari.

Akibat
Belum terlaksananya SK Dirjend Badilag No 056/DJAlHK.05/SKl1/2020 Bab

VIII Huruf B secara maksimal

Rekomendasi
Admin PA Jakarta Selatan harus mencadangkan database langsung ke hard

disk setiap hari.
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NO.1105/Pdt.G/2024 dan No.4164/Pdt.G/2023 serta NO.1016/Pdt.G/2024

karena descente dan bukti .
Akibat
Penyelesaian perkara tidak sesuai yang diharapkan.

Rekomendasi
Agar perkara -perkara tersebut menjadi perhatian.

2. Kondisi
Pelaksanaan persidangan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria
1. KMA 032/SKlIV/2006 tanggal 4 April 2006 jo. Keputusan Kamar

Lingkungan Peradilan Agama Nomor 14ITUADA-AG/IX/2013 tentang Buku

II edisi revisi tahun 2013, bagian bagian 7. Pelaksanaan Sidang, huruf (b)

tentang Berita Acara Sidang.

2. Pasal197 ayat (1) R.Bg I 152 H.I.R

Sebab
Ketidak telitian Ketua Majelis dan Panitera Pengganti yang bersidang, karena
didalam berkas perkara kemudian pada berita acara pada tanggal 10 Oktober

2024 dinyatakan bahwa dibacakan surat gugatan penggugat ternyata tidak

ditemukan surat gugatan penggugat.
Akibat
Tldak tertib administrasi persidangan berdasarkan ketentuan peratruan

perundang-undangan yang berlaku.

NO.826/POdt.G/2024,No.344/Pdt.G/2024,NO.3186/Pdt.G/2023

1. Kondisi
Pelaksanaan persidangan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria
Sema Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

Sebab
Terdapat perkara yang belum putus dan telah melebihi 5 bulan yaitu

NO.3031/Pdt.G/2023, No. 1462/Pdt.G/2024, NO.1006/Pdt.G/2024,

C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN
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Rekomendasi
Agar Ketua Majelis menerapkan dan mempedomani_ ketentuan tentang

pembuatan penetapan hari sidang dan memperbaiki PHS perkara No. 1042

/Pdt.G/2024/PA JS ..

Akibat
Aturan tidak dilaksanakan secara utuh.

Kriteria
SK KMA No KMAl032/SKlIV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II (edisi revisi

tahun 2013) Bab II, Huruf y angka 3 dan 4.

Sebab
Ketidak telitian Ketua Majelis dalam membuat penetapan hari sidang karena

dalam gugatan diajukan permohonan sita, sementara dalam perkara ini Ketua

Majelis tidak menggunakan PHS yang menjawab permohonan sita.

4. Kondisi
Penyitaan dilaksanakan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi
Agar majelis hakim menandatangani putusan tersebut.

Akibat
Putusan belum sempurna.

-
Putusan perkara No.11 08/Pdt.G/2024/PA JS belum ditandatangani oleh ketua

serta hakim yang memutus perkara.

Kriteria
Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009.

Sebab

3. Kondisi
Putusan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi

Segera melengkapi berkas perkara No. 3101/Pdt.G/2024 /PA JS dan Majelis

Hakim yang memeriksa perkara dan Panitera Pengganti yang mendampingi

Majelis Hakim harus lebih teliti dan tertib dalam menangani perkara serta harus

memiliki tanggung jawab terhadap perkara yang ditangani.
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1. Kondisi
Teknis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pengujian perencanaan

anggaran dan pengelolaan keuangan/ pemeriksaan fisik belum sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Kriteria
1. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan

Presiden Nomor 16 tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sebab
Belum adanya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Akibat

Untuk pemeriksaan fisik barang/jasa belum sesuai ketentuan

Rekomendasi

Agar diikutsertakan pada pelatihan atau sertifikasi pegawai yang sesuai

dengan kualifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Kondisi

Teknis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pengujian perencanaan

anggaran dan pengelolaan keuangan/ pemeriksaan fisik belum sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

Kriteria

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022

Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja NegaraPeraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 37

ayat (2) disebutkan Pembayaran dengan UP kepada penerima hak

pembayaran paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Apabila

dalam kondisi tertentu terpaksa lebih dari 200 juta rupiah maka harus dibuat
Berita Acara yang ditandatangani oleh Bendahara dan KPAlPPK atas nama

KPAPeraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK05/2016 Tentang

D. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN
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4. Kondisi
Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan belum sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

3. Kondisi
Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan belum sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Kriteria
1. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; (hanya khusus PNS).

Sebab
APK tahun 2024 belum di buat dan SK tahun 2024 belum ada dan belum

mengikuti APK yang terbaru.

Akibat
APK masih terpisah dengan anjab.

Rekomendasi
Segera dibuat APK Tahun 2024.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.OS/2013

Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja

Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pad a Pasal 34 ayat (2)

(KPA atau PPK atas nama KPA melakukan pemeriksaan kas Bendahara

Pengeluaran paling sedikit satu kali dalam satu bulan); dan Pasal 37Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 20S/PMK.02/2019 Tentang Petunjuk Penyusunan

Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Sebab
Brankas berada di dalam ruangan kasubbag. umum dan keuangan.

Akibat
Letak brankas tidak aman.

Rekomendasi
Agar dibuatkan ruangan untuk bendahara.
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Kriteria

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; (hanya khusus PNS).

Sebab
Belum dibuat Tim Analis Beban Kerja dan Analis Jabatan Tahun 2024.

Akibat
Belum disusun Analis beban kerja Tahun 2024 sesuai ketentuan yang terbaru.

Rekomendasi
Segera dibuatkan Sk Tim Analis Beban Kerja dan Analis Jabatan.

5. Kondisi
Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan belum sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.
Kriteria
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; (hanya khusus PNS).
Sebab
Susunan Tim Analis Beban Kerja dan Analis Jabatan belum dibuat.
Akibat
Analis Beban Kerja dan Analis Jabatan Tahun 2024 belum tersedia.
Rekomendasi
Segera dibuat SK Analis Beban Kerja dan Analis Jabatan.

6. Kondisi
Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan belum sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

Kriteria
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; (hanya khusus PNS).

Sebab
Tidak adanya SOP tentang Analis Beban Kerja dan Analis Jabatan

Akibat
Tidak ada pedoman untuk membuat Analis Beban Kerja dan analis Jabatan.

Rekomendasi
Segera dibuat SOP tentang Analis Beban Kerja dan analis Jabatan.

7. Kondisi
Pengembangan Karier belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1/SEKlSKl1I2019 Tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai

Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
Bawahnya.

Sebab
Tidak pernah dimasukkan ke dalam tim rapat baperjakat.

Akibat
Pegawai merasakan kejenuhan dan belum dilaksanakan penyegaran sehingga

belum memenuhi ketentuan pola promosi mutasi.
Rekomendasi
Dalam hal rapat baperjakat untuk di masukkan nama pegawai yang masa
kerjanya sudah melebihi 5 tahun seperti:

1. Kepala Sub Bagian
2. Panitera Pengganti

3. Jurusita dan Jurusita Pengganti

8. Kondisi
Pelaksanaan promosi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
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Kriteria

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

140/KMAlSKlVil1/2013 Tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi

Kepaniteraan di Lingkungan 8adan Peradilan Umum;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 193/KMAlSKlXI/2014

tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan

Peradilan Agama;

5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1/SEKISKlI/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai

Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan 8adan Peradilan di

8awahnya.

Sebab
Tidak pernah dimasukkan kedalam rapat 8aperjakat.

Akibat
Pegawai merasakan kejenuhan dan belum dilaksanakan penyegaran sehingga

belum memenuhi ketentuan pola promosi mutasi..

Rekomendasi
Diusulkan dalam rapat baperjakat.

9. Kondisi
Pelaksanaan mutasi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kriteria
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

140/KMAlSKlVIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi

Kepaniteraan di Lingkungan 8adan Peradilan Umum;

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

193/KMAlSKlXI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi
Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama;
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5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1/SEKISKII/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai

Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di

Bawahnya.

Sebab
Tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Akibat
kinerja pegawai yang bersangkutan belum maksimal dalam pencapaian kinerja

di unit kerja yang lama.

Rekomendasi
Untuk mengikuti pola promosi mutasi yang berlaku di instansi.

10.Kondisi
Pelaksanaan mutasi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

140/KMAISKNIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi
Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum;

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

193/KMAlSKlXI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi

Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama;

5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1/SEKISKII/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai

Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di

Bawahnya.

Sebab
Tidak diajukan ke dalam rapat baperjakat.
Akibat
Pegawai merasakan kejenuhan dan belum dilaksanakan penyegaran sehingga

belum memenuhi ketentuan pola promosi mutasi.
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12.Kondisi

Kewenangan Dan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Barang belum sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

1. Pasal 6 Ayat (2) Huruf (e) PP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah;

2. Point e. Mekanisme Pelaksanaan pada Surat Edaran Kepala BUA Nomor

1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di

Lingkuna Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Sebab

SK Tidak Update.

Akibat

Informasi Penunjukkan BMN belum sesuai

Rekomendasi

Segera diajukan ke dalam rapat baperjakat.

11.Kondisi

Pengelolaan Kesekretariatan lainnya belum sesuai dengan ketentuan yang

berlaku

Kriteria

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP 17 Tahun 2020 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 Tentang

Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur

Pendidikan;

Sebab

Persyaratan pengajuan izin belajar belum terpenuhi.

Akibat

Belum diajukan tugas belajar ke pejabat yang berwenang.

Rekomendasi

Segera dilengkapi persyaratan tugas belajar dan dikirim ke pejabat yang

berwenang.
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13.Kondisi
Kewenangan Dan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Barang belum sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.
Kriteria
Pasal 6 Ayat (2) Huruf (rn) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Barang Milik Negaral Daerah.Pasal 6 Ayat (2) Huruf U) Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/

Daerah.Pasal 6 Ayat (2) Huruf (I) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.Pasal 6 Ayat (~) Huruf (g) Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Sebab
Proses Pengajuan Usulan Terkendala di Aplikasi SIMAN V2.

Akibat
Usulan Penghapusan Tertunda.

Rekomendasi
Segera Tindak Lanjut.

14.Kondisi
Penggunaan barang milik negara belum sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Kriteria
Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-

144/KMAISK/Vill/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di

Pengadilan.

Sebab
BMN belum dibuat status penggunaanya.
Akibat
Barang belum bisa diajukan pemeliharaan di RKAKL.

Rekomendasi

Segera dibuat SK yang baru.
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Rekomendasi

Ajukan PSP nya.

15.Kondisi
Pemanfaatan BMN belum sesuai dengan ketentuang yang berlaku.

Kriteria
Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-

144/KMAISKNIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di

Pengadilan.

Sebab
Masih terdapat penunjukkan dan status penggunaan BMN yang belum jelas ..

Akibat
BMN Tidak Efektif dan Efisien dalam Penggunaannya.

Rekomendasi
Segera tindaklanjuti.

16.Kondisi
Pemeliharaan BMN belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria
Pasal 46 sd 47 (pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014) Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Oaerah.

Sebab
Belum dilakukan evaluasi.

Akibat
Pemeliharaan barang belum efisien.

Rekomendasi
Segera tindaklanjuti.

17.Kondisi
Penilaian BMN belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang

Pemanfaatan Barang Milik Negara;
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-
Penerimaan Surat belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria
Pasal 127 dan 130, Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman

Umum Tata Naskah DinasSK KMA Nomor 131/KMAISKNII/2024Tata

Kearsipan 111.A.3.KartuKendali, huruf (a) Buku I Mahkamah Agung RI Edisi

2007Tata Kearsipan 11I.A.3Kartu Kendali, huruf (b) Buku I Mahkamah Agung

19.Kondisi

18.Kondisi
Penghapusan BMN belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria
1. Pasal 83 (pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014) dan Pasal

81 s.d 82, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik 'Indonesia Nomor

271/KMK.06/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil

Penertiban BMN pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sebab
proses penghapusan belum selesai.

Akibat
Terdapat BMN yang rusak berat terdaftar di aset satker.

Rekomendasi
segera tindak lanjuti.

2. Pasal 48 s.d 49 (pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014) dan

Pasal 50 s.d 52 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Sebab
Petugas persediaan tidak sesuai dengan SK yang ada.

Akibat
Administrasi tidak sesuai.

Rekomendasi
Agar segera dibuatkan SK Pengelola Persediaan.
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RI Edisi 2007Tata Kearsipan 111.A.3Kartu Kendali, huruf (c) Buku I Mahkamah

Agung RI Edisi 2007.

Sebab
Belum tersedianya lembar kartu kendall,

Akibat
Penerima surat surat tidak memiliki bukti arsip penerimaan.

Rekomendasi
Agar dibuatkan lembar kartu kendali agar setiap penerimaan surat memilik

arsip penerimaan.

20. Kondisi

Penerimaan Surat belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria

Pasal127 dan 130, Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman

Umum Tata Naskah DinasSK KMA Nomor 131/KMNSKNII/2024Tata

Kearsipan 1I1.A.3.Kartu Kendali, huruf (a) Buku I Mahkamah Agung RI Edisi

2007Tata Kearsipan 111.A.3Kartu Kendali, huruf (b) Buku I Mahkamah Agung

RI Edisi 2007Tata Kearsipan 111.A.3Kartu Kendali, huruf (c) Buku I Mahkamah

Agung RI Edisi 2007

Sebab
Belum adanya kartu kendall.

Akibat

Tidak ada arsip penerimaan surat.

Rekomendasi

Agar dibuatkan kartu kendall.

21. Kondisi

Penerimaan Surat belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria
Pasal 127 dan 130, Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman

Umum Tata Naskah DinasSK KMA Nomor 131/KMNSKNII/2024Tata

Kearsipan 111.A.3.Kartu Kendali, huruf (a) Buku I Mahkarnah Agung RI Edisi

2007Tata Kearsipan 111.A.3Kartu Kendali, huruf (b) Buku I Mahkamah Agung

RI Edisi 2007Tata Kearsipan 1I1.A.3Kartu Kendali, huruf (c) Buku I Mahkamah

Agung RI Edisi 2007.
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Sebab

Belum adanya kartu kendali.

Akibat
Tidak adanya sarana kontrol suratJpenggantibuku agenda.

Rekomendasi
Agar dibuatkan kartu kendali.

22.Kondisi
Penerimaan Surat belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria
Tata Kearsipan II!.A4. Lembar Pengantar Surat Biasa; Buku I Mahkamah

Agung RI Edisi 2007Tata Kearsipan II!.A5. Lembar Disposisi, Buku I

Mahkamah Agung RI Edisi 2007Tata Kearsipan II!'A6. Lembar Pengantar

Surat Rahasia, Buku I Mahkamah Agung RI Edisi 2007Tata Kearsipan

II!.A7.Ticker File, Buku I Mahkamah Agung RI Edisi 2007.

Sebab
Tidak ada lembar disposisi rahasia.

Akibat
Tidak dapat diketahui antara surat biasa dan surat rahasia.

Rekomendasi
Agar dibuatkan lembar disposisi surat rahasia.

23.Kondisi
Pembuatan konsep surat belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria
Tata Kearsipan II!.A4. Lembar Pengantar Surat Biasa, Buku I Mahkamah

Agung RI Edisi 2007Tata Kearsipan II!.A5. Lembar Disposisi, Buku I

Mahkamah Agung RI Edisi 2007Tata Kearsipan II!'A6. Lembar Pengantar

Surat Rahasia, Buku I Mahkamah Agung RI Edisi 2007Tata Kearsipan

II!.A7.Ticker File, Buku I Mahkamah Agung RI Edisi 2007.

Sebab
Kurang memahami peraturan yang ada.

Akibat
Pengajuan surat keluar yang menggunakan tanda tangan elektronik tidak ada
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-
Perpustakaan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria
Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang

Perpustakaan;Lampiran I angka 4.2 huruf (a), Peraturan Perpustakaan

Nasional RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Perpustakaan

Khusus.Lampiran I angka 3.6 huruf (a), Peraturan Perpustakaan Nasional RI

Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Perpustakaan

Khusus.Lampiran I angka 3.6 huruf (e), Peraturan Perpustakaan Nasional RI

Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Perpustakaan

25.Kondisi

-
DinasPasal 129, Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman

Umum Tata Naskah Dinas.

Sebab
Penomoran dilakukan sebelum dibubuhi tandatangan yang berwenang

Akibat
Permintaan penomoran surat keluar tidak sesuai dengan aturan yang ada..
Rekomendasi
Agar di lakukan sosialisasi agar setiap penomoran dilakukan setelah dibubuhi

tandatangan yang berwnang.

24.Kondisi

Pembuatan konsep surat belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria
Pasal 125 dan 130, Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman

Umum Tata Naskah DinasPasal 126, Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021

Tentang Pedoman Umum Tata Naskah DinasPasal 127, Peraturan ANRI

Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah DinasPasal128,

Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah

konsep yang di paraf pembuat surat dan paraf pejabat setingat di bawah

pejabat penandatangan.

Rekomendasi
setiap pembuatan surat agar di konsep dan di paraf oleh pembuat surat dan

diparaf oleh pejabat setingkat di bawah pejabat penandatangan.
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1. Kondisi
Tampilan halaman depan website belum sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Kriteria
1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 035/SKlIX/2008

tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua. Mahkamah Agung

Republik Indonesianomor:071/KMAlSKN/2008 tentang Ketentuan

Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan PemberianTunjangan

Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.

2. Surat Keputusan Ketua MahkamahAgung RI Nomor368/KMAlSKlXIII 2022

tentang Pedoman Presensi OnlineUntuk Hakim DanAparatur Sipil Negara

Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian.

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor071/KMAlSKN 12008

tentang Ketentuan PenegakanDisiplin Kerja dalam Pelaksanaan

Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Peqawai Negeri pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

Sebab
Karena informasi tata letak yang menampilkan jam layanan pengadilan tidak
spesifik

Akibat
Banyak masyarkat yang tidak mnegetahui jam kerja Pengadilan

E. MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

Khusus.Lampiran I angka 2.12, Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 7

Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus.

Sebab
Ruangan menjadi satu dengan dengan ruangan media center.

Akibat
Tidak dapat membaca buku saat ruangan di gunakan untuk kegiatan lain.

Rekomendasi
Agar dibuatkan ruangan khusus perpustakaan.
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Sebab
Pedoman tidak spesifik mengenai tampilan video harus berada di halaman

depan.

Akibat
Masyarakat kurang teredukasi mengenai peran dan fungsi Pengadilan Agama

Jakarta Selatan melalui Video Profil.
Rekomendasi
Agar ditindaklanjuti mengenai tampilann video pada halarnan depan.

3. Kondisi
Tampilan halaman depan website belum sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

2. Kondisi
Tampilan halaman depan website belum sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Kriteria
1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 035/SKlIX/2008

tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua~Mahkamah Agung

Republik Indonesianomor:071/KMAISKN/2008 tentang Ketentuan

Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan PemberianTunjangan

Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.

2. Surat Keputusan Ketua MahkamahAgung RI Nomor368/KMAlSKlXIII 2022

tentang Pedoman Presensi OnlineUntuk Hakim DanAparatur Sipil Negara

Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian.
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor071/KMAlSKN 12008

tentang Ketentuan PenegakanDisiplin Kerja dalam Pelaksanaan

Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

Rekomendasi

Agar ditampilkan jam kerja pengadilan pada web site Pengadilan Agama

jakarta Selatan dibagian halaman depan.
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Kriteria

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 035/SKlIX/2008

tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesianomor:071/KMAISKN/2008 tentang Ketentuan

Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan PemberianTunjangan

Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.

2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor368/KMAlSKlXIII 2022

tentang Pedoman Presensi OnlineUntuk Hakim Dan Aparatur Sipil Negara

Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian.

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor071/KMAlSKN 12008

tentang Ketentuan PenegakanDisiplin Kerja dalam Pelaksanaan

Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

Sebab
Karena pedoman tidak spesifik tentang tata letak harus di halaman depan.

Akibat
Kemudahan akses video ptsp belum tercapai.

Rekomendasi
agar segera membuat tautan video PTSP pada halaman depan website.

4. Kondisi
Kategorisasi website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria
Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-

144/KMAISKNIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di

Pengadilan.

Sebab
SK yang ditampilkan sudah melewati tahun berjalan.

Akibat
Masyarakat mengetahui biaya informasi tahun 2022.

Rekomendasi
Agar SK diperbaharui tahun berjalan.
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7. Kondisi
Kategorisasi website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi
Agar segera dimuat informasi berkaitan dengan penyakit menular atau wabah
lainnya.

Akibat
Masyarakat kurang teredukasi mengenai bahaya penyakit menular (pendemic)

atau wabah lainnya, seperti virus

Sebab
Dikarenakan pandemic telah berakhir sehingga tidak perlu diinformasikan lagi,

petugas tidak mengetahui jika ada penyakit lain yang menular perlu

diinformasikan.

Kriteria
Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-

144/KMAISKNII1I2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di
Pengadilan.

6. Kondisi
Kategorisasi website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Rekomendasi
Agar segera di lampirkan neraca bulan oktober.

Akibat
Informasi yang diperoleh bagi masyarakat terhambat.

Sebab
Penyampaian laporan neraca tidak tepat waktu.

Kriteria
Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah AQung RI Nomor 2-

144/KMAISKNIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di

Pengadilan.

5. Kondisi
Kategorisasi website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
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9. Kondisi
Dewan Pertimbangan belum memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID

dalam menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP di unit! satuan

kerjanya.

8. Kondisi
belum ada SK Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID)

Kriteria
Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-

144/KMAISKNIII/2022 tentang Standar Pelayanan lnforrnasi Publik di

Pengadilan.

Sebab
SK PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi) belum tersedia.

Akibat
Masyarakat tidak mengetahui pejabat pengelola informasi dan pejabatnya tidak

bertanggung jawab karena sudah berganti/pindah.

Rekomendasi
Agar segera dibuat dan di muat pada menu khusus pada halaman website SK

PPID yang baru karena SK PPID dibuat 2 Januari 2024 pejabatnya sudah

berganti/pindah.

Kriteria

Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-

144/KMAISKNIIi/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di

Pengadilan.

Sebab
SK tentang Pengelolaan TI dan Sosial Media masih disatukan.

Akibat
Petugas yang mengelola media sosial tidak bertanggung jawab karena dalam

SK tidak disebutkan.

Rekomendasi
Agar disebutkan dalam surat keputusan ketua, yaitu SK Pengelolaan TI dengan

Pengelolaan Media Sosial Lainnya.
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Kriteria

Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

2-144/KMAISKN111/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di

Pengadilan.

Sebab

Dewan Pertimbangan belum dibentuk sehingga tugas-tugasnya terkait PPID

belum bisa dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

Akibat

Pejabat Pengelol Informasi dan Dokumentasi tidak bisa efektif berjalan sesuai

yang diharapkan.

Rekomendasi

Agar segera dibentuk dan di SK kan Dewan Pertimbangan PPID agar fungsinya

efektif dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

10.Kondisi

Area parkir belum dibagi untuk pimpinan, pegawai dan pengunjungl tamu.

Kriteria

Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-

144/KMAISKNIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di

Pengadilan.

Sebab

Belum terdapat tulisan yang memilah antara pimpinan, tarnu dan pegawai.
Akibat

Masyarakat tidak mengetahui area parkir yang seharusnya .
Rekomendasi

Segera dibuatkan petunjuk area parker.

11.Kondisi

belum ada SOP tentang pelayanan disabilitas.
Kriteria

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MahkamahAgung

Republik Indonesia Nomor 044/DJAlHK.OO/SKl1/2023 tentang Program
Prioritas Badan Peradilan Agama.
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,
1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010

tentang Penerimaan Tamu.

Peradilan Agama:
2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJAISKlOT.01.3/8/2018 tentang

Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;

3. Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 1241/DJAlHM.02.3/SKl6/2020 tentang
Penetapan Pilot Project Pembangunan dan Pengelolaan Sistem

13.Kondisi
Para Petugas yang bertugas di meja Pelayanan PTSP belum pernah

mendapatkan pelatihan secara khusus.

Kriteria

12.Kondisi

belum ada SOP Penerimaan Tamu.

Kriteria
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010

tentang Penerimaan Tamu.

Sebab
SOP belum tersedia untuk Penerimaan Tamu.

Akibat
Tamu yang datang belum dilayani sesuai standart yang berlaku.

Rekomendasi
Agar segera dibuatkan SOP Penerimaan Tamu.

Sebab

Petugas merasa belum pernah membaca SOP Disabilitas kecuali disampaikan

secara lisan melalui briefing.

Akibat
Masyarakat kaum disabilitas merasa tidak mendapat pelayanan yang sesuai

dengan standart.

Rekomendasi
Segera dibuatkan SOP tentang Pelayanan kaum disabilitas.
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14.Kondisi
belum terdapat SK Ketua Pengadilan tentang Petugas Meja Pengaduan.

Kriteria
1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 9 Tahun

2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System)

di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

026/KMAISK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan;

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

138A1KMAISKNII1I2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian

Gratifikasi;

4. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 28/BP/SK/II112021 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Pengendalian Gratifikasi Pada

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
Sebab
Belum tersedia Petugas khusus.

Akibat
Belum terlaksana meja khusus untuk masyarakat yang ingin membuat
pengaduan.

Rekomendasi
Agar segera dibuatkan SK Petugas Pengaduan.

Pengawasan Melalui Aplikasi Acces CCTV Online (ACO) di Lingkungan

Peradilan Agama.

Sebab
Belum ada kerjasama dengan instansi terkait tentang pelatihan pelayanan di

PTSP.

Akibat
petugas ptsp tidak mempunyai pelayanan yang sesuai dengan standart.

Rekomendasi
Segera agendakan untuk dilaksanakan pelatihan khusus kepada petugas

PTSP.
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KetuaDr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.ESy.

III. 2. Rekomendasi

Diharapkan kepada pejabat-pejabat terkait untuk dapat menindaklanjuti

temuan hasil pemeriksaan seperti tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan

selambat-Iambatnya sebagaimana termuat dalam kolom kontrak kinerja masing­

masing temuan hawasbid dimaksud, dan diupayakan adanya proses perbaikan untuk

dapat penyempurnaannya sehingga roda lembaga PengadHan Agama Jakarta

Selatan terus berjalan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang agung dan

memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Demikian laporan hasil pengawasan/pemeriksaan pada Pengadilan Agama

Jakarta Selatan dengan harapan dapat bermanfaat bagi Pengadilan Agama Jakarta

Selatan.

III. 1. Kesimpulan

Bahwa pengelolaan administrasi persidangan, administrasi perkara,

administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian dan organisasi tata

laksana, administrasi perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, Manajemen

Peradilan, Kinerja dan Pelayanan Publik telah berjalan dengan baik. Namun demikian

masih terdapat berapa temuan dalam pemeriksaan oleh tim pengawasan dan

pembinaan daerah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Meskipun demikian, jajaran

Pimpinan, Hakim dan seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Jakarta

Selatan saat ini telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi

tersebut secara maksimal di semua lini agar tetap berjalan lancar sebagaimana

mestinya.

BAB III

PENUTUP
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AnggotaDewi Utari, S.E., M.M.

AnggotaDrs. Chalid L, M.H.

_.
AnggotDr. Fauzan, S.H., M.M., M.H.

3 : .AnggotaDrs. Muhammad Akyas

~/ ~-----
Sekretaris 2 .Subeno Trio Leksono, S.H., M.M.



No Kegiatan Tanggal Pelaksanaan Tempat Kegiatan

1. PersiapanPengawasanDaerah 22 Oktober 2024 Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta

2. PengawasanOnline 23 Oktober S.d. 1 Pengadilan Tinggi Agama
November2024 Jakarta

3. Pengawasan Langsung ke 5 S.d.7 November2024 PengadHanAgama Jakarta
Satuan Kerja Selatan

4. PelaporanHasil Pengawasan 12 S.d. 13 November Pengadilan Tinggi Agama §l.H:l~1!l
2024 Jakarta :~~ ~~
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Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Jakarta
Selatan dengan rincian agenda, sbb :

Untuk

PANGKATI JABATAN
NO NAMA/NIP GOL. JABATAN DALAM

RUANG DALAM DINAS TIM

Dr. Drs. H. DALIH EFFENDY, S.H., M.ESy. Pembina
1. Utama Hakim Tinggi Ketua TimNIP. 196701151992031005 (IV/e)

Drs. MUHAMMAD AKYAS Pembina
2. NIP. 195802061986031003 Utama Hakim Tinggi Anggota

(IV/e)

Dr. H. FAUZAN, S.H., M.M., M.H. Pembina
3. Utama Hakim Tinggi AnggotaNIP. 196504051992031006 (IV/e)

Pembina

4. Drs. H. CHALID L, M.H. Utama Hakim Tinggi AnggotaNIP. 196710051993031009 Madya
(IV/d)

5. SUBENO TRIO LEKSONO, S.H., M.M. Pembina Panitera SekretarisNIP. 196607101994031002 Tk. I (IV/b) Pengganti

Analis

6. DEWI UTARI, S.E., M.M. Pembina Pengelolaan AnggotaNIP. 197901022006042001 Tk. I (IV/b) Keuangan APBN
Ahli Madya

MENUGASKAN:

Dasar Hukum

Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta Nomor 1817/KPTA.W9-A/SK.PW1.1/1X12024tanggal 4
September 2024 perihal Penunjukan Tim Hakim Tinggi Pembina dan
Pengawas Daerah di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,
perlu ditunjuk Pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pengadilan
Tinggi Agama Jakarta untuk melaksanakantugas dimaksud;
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor
1817/KPTA.W9-A/SK.PW1.1/1X12024tanggal4 September2024.

Menimbang

SURATTUGAS
Nomor: 2182/KPTA.W9-A/ST.PW1.1/Xl2024

;.~~~~ MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIAf r@,\Y DIREKTORAT JENDERAL BADANPERADILAN AGAMA
" ~f3 ;1 PENGADILAN TINGGI AGAMAJAKARTA
\ tI, f' J~~ Jl. Radin Inten II No.3 Duren Sawit Jakarta Timur 13440
"~ Website: www.pta-iakarta.go.id Email: ptajakarta2007@yahoo.co.id

.,/~
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Dokumen ini telah ditandangani secara elektronik
Muh Abduh Sulaeman

Jakarta, 22 Oktober 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,

Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan surat tugas ini dibebankan pada DIPA

04 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun anggaran 2024.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Sisa Panjar dibawah 2016 yang bel urn diarnbil oleh pihak : Rp. 175.465.557,-

: Rp. 2.544.551.638,-Jumlah Kewajiban A+B

: Rp. 683.404.538Jumlah B

: Rp. 0,-
: Rp. 0,-
: Rp. 417.750.212,­
: Rp. 0,­
: Rp. 23.402.300,­
: Rp. 105.000.000,­
: Rp. 50.000.000,­
: Rp. 84.646.026,-
: Rp. 175.000,-
: Rp. 2.431.000,-

: Rp. 1.861.147.100,-Jumlah A

B. Saldo Buku Bantu:

1. Biaya Panggilan dan PBT
2. Uang Iwadl
3. Uang Konsinyasi (bank)
4. Uang Hasil Eksekusi (bank)
5. Biaya Perkara belum didaftar (bank)
6. Uang Mut'ah (bank)
7. Uang nafkah Iddah (bank)
8. Biaya ATK Perkara (tunai)
9. Uang Oelegasi (tunai)
10. Uang PNBP (tunai)

: Rp. 974.516.100,­
: Rp. 886.041.000,­
: Rp. 590.000,-

: Rp. 2.720.017.195,-Jurnlah Aset

II. Saldo Buku (Kewajiban)

A. Saldo Buku Keuangan Perkara:
1. Saldo panjar perkara (L1.PA. 7.a)
2. Saldo panjar eksekusi (L1.PA. 7.b)
3. Saldo panjar konsinyasi (L1.PA. 7.e)

: Rp. 2.569.524.845,­
: Rp. 149.442.350,­
: Rp. 1.050.000,-

I. Saldo Kas (Aset)

1. Saldo Bank
2. Saldo Uang Tunai
3. Saldo Materai

Sehubungan dengan Pemeriksaan dari Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal
5-7 November 2024, maka dengan ini dilakukan penutupan Kas Keuangan
Perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan menggunakan Aplikasi
E-Keuangan Badilag per 5 November 2024 dengan rincian peneatatan sebagai
berikut:

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

"



Subeno Trio Leksono, S.H., M.M.

Dewi Ratnaningrum H, S.E.Akhmad Sahid, S.H.

Yang Diperiksa,

Jakarta, 6 November 2024

Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Kesimpulan:
1. Terdapat selisih senilai Rp. 175.465.557,- yang merupakan saldo panjar

perkara dibawah tahun 2016 yang tidak terdapat pada SIPP. Dimana
saldo per 1 Januari 2024 senilai Rp. 194.563.557,- dan telah diambil
senilai Rp. 19.098.000,-



Rp.52.190.300,-

Uang Kas Tunai Perkara

Uang Rp. 100.000 X 344 lembar = Rp 34.400.000,-

Uang Rp. 50.000 X 201 lembar = Rp. 10.050.000,-

Uang Rp. 20.000 X 301 lembar = Rp. 6.020.000,-

Uang Rp. 10.000 X 116 lembar = Rp. 1.160.000,-

Uang Rp. 5.000 X 111 lembar = Rp. 555.000,-

Uang Rp. 2.000 X 2 lembar = Rp. 4.000,-

Uang Rp. 500 X 2 keping = Rp. 1.000,-

Uang Rp. 200 X 1 keping = Rp. 200,-

Uang Rp. 100 X 1 keping = Rp. 100,-

RINCIAN PECAHAN UANG

Rp. 62.190.324,­
Rp. 10.000.000,­
Rp. 52.190.324,­
Rp 24,­
Rp.52.190.300,-

1. Total Saldo panjar L1.PA.7A
2. Diserahkan untuk Box Kasir PTSP

Sisa kas tunai di brankas
Pembulatan

B. Keadaan Kas Tunai di brankas per 06-11-2024 pk110.00 adalah:

84.646.026,-
175.000,-

2.431.000,-
62.190.324,-

A. Saldo tunai senilai Rp. 149.442.350,- terdiri dari:
1. Biaya ATK Rp.
2. Biaya Delegasi Rp.
3. Uang PNBP Rp.
4. SaldopanjarL1.PA.7A Rp.

RINCIAN SALDO TUNAl



. i

Drs. Juwaini, S.H., M.H.

Pihak Kedua,

r.,
melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kontrak ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Demikian kontrak kinerja ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi perintah tindak lanjut hasil

pemeriksaan dari tanggal Kamis, 07 November 2024 dan selambat-Iambatnya

tanggal Kamis, 21 November 2024.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan

Selaku Pemeriksa Pihak Pertama yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

: Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.ESy.
: 196701151992031005
: Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta

Nama
NIP
Jabatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

: Drs. H. Juwaini, S.H., M.H.
: 197005141992031003
: Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Nama
NIP
Jabatan

Dalam rangka memenuhi hasil pemeriksaan, kami yang bertanda tangan di

bawah ini:

KONTRAK KINERJA HASIL PEMERIKSAAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Pengadilan Agama Jakarta Selatan

JI. Harsono RM No.1 Ragunan, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12550
SITUS: http://pa-jakartaselatan.go.id SUREL :

pajakartaselatan@gmail.com
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